NIS PEMBERIAN TUNJANGAN HaR PEGA SIPIL,
TN PEJABAT NEGARA DAN DEWAN mﬁ'&mﬁﬁ' RAKYAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN St UReeLR.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIMALUNGUN.

denimbang - a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2019

Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil,
Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota chum
Nlgara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima
Pensiun, dan penerima tunjangan, maka perlu menetapkan
peraturan  kepala  daerah tentang  Teknis  Pemberian 4
Tunjangan Hari Raya Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat 1
Negara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkungan i
Pemerintah Kabupaten Simalungun yang dananya bersumber i

Simalungun; 1




- Lembar
an Ne
8ara Republik Indonesia Nomor®

S e Tunjangan H£ }g T 36 Tahun 2019 tentang
- a—"i kepéda Pegawai Negeri Sipil,
donesia pa.  c5!a, Anggota Kepolisian
Penerima n)ar?la' Péjbayt Negara, Penerima Pensiun

> 8an rflearba n Negara Republik
Or 93, Tambahan Lembaran

Dae 1 :
<WId  tentane sgloiabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun
N Pokok Pengddaan Keuangan Daerah

(Lembaran Dgaer :
. ah :
Nomor 7 Ser D Nomo:\g?upaten Simalungun Tahun 2008

Peratur: .

rcntarl:;anpcbn?te):xh }l:abupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016
Kabupaten Slmalm an  Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Sahana unrgun Tahun 2016 Nomor 4 seri D Nomor 4)
= galman? tel ah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7
la‘hun 201: tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4
ianun 2910 lentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran
Paerah Kabupaten Simalungun Tahun 2017 Nomor 7 seri D Nomor

7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran
Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2019
[Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2018 Nomor 8
Senn D Nomor 8);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 35 Tahun 2018 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ‘Kabupaten
Simalungun Tahun 2019 (Berita ‘daerah Kabupaten Sxmalungup
Nomor 369) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati

10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

Peraturan Bupati Simalungun Nomor 35. Tahun 2018 tentang

Pe‘n'dearan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten

Simalungun Tahun 2019 (Berita daerah Kabupaten Simalungun

2019 Nomor 381);

Simalungun Nomor

; neun Nomor 1 Tahun 2019 tentang
10. Peraturan ?Dlél%aaj ~ i;m;éig}g]zsﬂan Bagi Pegawai Negeri Sipil di
’l".ambahaln penerintah Kabupaten Simalungun selagamana
Lrgkumf@ dqgan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 18
telah diubah mgntang Perubahan atas Peraturan Bupati
Tfahun 2019 Nt;mor | Tahun 2019 tentang Tambahan
Sxmalynguﬂ hasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di
Perbaikan Penghas h Kabupaten Simalungun (Berita
z', ng‘l;,ni%:gupden Simalungun Tahun 2019 Nomor 389).
aera .
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DAN DEWAN PE}jQ“],DEGAWAI TEKNIS pg

PEMERINTAH Kap

MBERIAN

EG TUNJANGAN

UPA?LAN RA E?IDS”) IL, PEJABAT NEGARA
EN S‘MALUNGUQER""“ DI LINGKUNGAN .

BAB |
KETENTUAN Upuag
Pasa]
Dalam Per .
aturan Bupatj in; an
1. Daerah adalah g AN g dimaksyd dengan:

ab L
2 Pemcrimahan Pugn,

dengan pring;
e f ot i
prinsip Negars Ke(inq(:n}l SCIUHS'U.asnya dalam sistem dan
dimaksud dalam \Lj‘:.dn Republik Indonesia sebagaimana
Indonesia Tahun qusmg'Undang Dasar Negara Republik
3. Pegawai Negeri Sinl v. ;
wa!; - ln P Slplyd.ng selanjutnya disirgkat PNS adalah
dia gk Cga}ra Ihd'01631a yang memenuhi syarat tertentu,
Pl 'nﬁ at Stbégal A.paratur Sipil Negara secara tetap oleh
v Eoat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan Kabupaten Simalungun.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah DPRD Kabupaten Simalungun.
Pejabat Negara adalah Bupati Simalungun dan Wakil Bupati

Simalungun.

Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

Anggaran Pendapatan dan Belanja DaeTah yang selanjutnya

disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Simalungun.

8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang §€{anjg§nya disebut Calon pNS
adalah calon pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah

gn

Q“\

Kabupaten Simalungun. |
alah hak pegawai yang diterims dan dinyatakan dalam

i | i kerja kepada
] bagai imbalan dari pemberi o
o g Etlfa;akan dan dibayarkan menurut suatu

ngjiﬁ?i;nya;?fu. d”kcscpakata“ atau pefaturan pemRdang:
J a,
Llnd?ngan. Jlah Panbayaran yang dilakukan secara teratur
10. IT‘un.Jangan éd a"':] yangibayafka“ bersamaan dengan gaji.
xepada karyaw <ian PNS yang selanjutnya disingkat TPP
1. Tambahan Pcngﬁl_ﬁ:] & angdiperoleh berdasarkan atas hasil
adalah PenghaSlz selam | (satu) bulan di luar gaji yvang
pcncapalzﬂ ;g(:;crzah sesuai ketentuan peraturan perundang-
diterima den '

undangan.

9. Gaj ad

: ang selanjutnya discbut SPM
el Hembe ydjlirbitk_an olech  pengguna

!2.Sugat Perin . s |
. alt abat
adalah dokumen “na AngE an (PA/KPA) atau peja
.q Pen gar
Kuasa Pengg :

Anggaran/

Dipindai dengan CamScanner



lain yang ditunjuk yp

dan Dokumen Pelaksa an dana yang bersumber

vang dipersamakan NERaran (DPA) atau dokumen ban
13. Surat Per ‘

adaiah ;:_:-::h ‘:::;:L.n Dana Yang if'liii'll]iiii‘l?ﬁ dine bt qpP2b

Pengelola Keuangan Daeratt e rotkan oleh Kepala Badan

At #an Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum

tendapatan dan Belanja

tuk mencairk
naan A

pengeluaran atas beban Anggaran
Daerah (APBD) berdasarkan SI'M

‘ 13AR
PEMBERIAN TU"J&I&LMN HARI RAYA
sal 2

Fumpangan Hari Raya diberikan kepada PNS termosuk Canllon
PN Pejabat Negara dan DPRD.

(2) PNS sebagaimana pada ayat (1) tidak termasuk PNS yang
sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara.

(3) Pegitut Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalkh
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun.

Pasal 3

Tunjangan Hari Raya bag PNS dan Calon PNS, Pejabat Negara

N dm:u DPRD nbagnimanh:simnkuud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu |
sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum .
Han Raya. -

(2) Dalam hal p.g-ng,hnul-ln i isaiu) bulasupada [ (dua) bulan

sebelum bulan Han Raya sebagmmana dimaksud pada avat (1)

bayakan scbesar penghasilan pehpruanys
:iet:'n‘:\lm karena berubahnya qcuhmmmarm
bersangkutan tetap diberikan selisih Wpuhﬁim

. cebagaimana dimaksud pade ayet (1) diperikan
(3) Penghasilan S€2/B 5, DPRD meljputi :




(6)

1} Tunjan .
( jangan Hari Raya untik PNSPejabat Negara d

Penghasilan

[ Sebagai :

dikenakan pajak r;:na dn_rpaksud pada ayat(3) dan ayat(4)

peraturan perundan nghasilan sesuai dairgan kete:rit1an
g-undangan dan ditnggu ng pemeriniah-

o BAB 11
YARAN TUNJANGAN HARI RAYA
Pasal 4

anDPRD

dibyarkan :
palin D o
tanggal hari I‘a‘ya_g cepatl0 (sepulih) hari kema sehzlum
(2) Dalam hal Tunjamg .
ayat (1) be 1u.;a]r(g;l. Zr;;az‘iaya sebagaimana dimaksud pada
dibyarkan setelah tanggal ;!aibalf(aayf;, Tunjangan Hari Raya
Pasal S
E:ﬁeSRPe“er b(;@an dan pegajuan SPP, SPM dan SP2D Tunjangan
aya dilakikan sesual dengan peraturarn perundang-
undangan.
BAB IV
PENDANAAN
Pasal 6

Pemberian tun jang
Kabupaten Simalungun.

Agar setiap
pengundang
dalam Berita

an harn raya bersumber dari Anggaran APBD

BAB V
KE’I‘ENTUAN PENUTUP
pasal 7

4
gal ditetapkan.
memerintahkan

penempata nnya

ulai berlaku pada tang
mengetahuinya,
pati ini dengan

Daerah Kabupaten gimalungunl.

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal 2y Mei 2019

UNGUN,

Dipindai dengan CamSeanner



